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ABSTRACT 

Corporate criminal liability in ecocide actions, highlighting the challenges and 

opportunities in enforcing the law against companies involved in ecosystem destruction, 

must be held accountable and emphasize the importance of effective law enforcement for 

anyone who does so including corporations as a crucial step in protecting the 

sustainability of global ecosystems and preventing adverse ecocide impacts. This study 

aims to: understand the form of corporate criminal liability that carries out ecocide 

offenses; understand the procedures for handling corporate offenses that carry out ecocide 

offenses. The type of research that will be used literature research, the approach in this 

study is a normative approach. The results of this research still have obstacles such as 

making changes to the Law, these changes are expected to increase the effectiveness of law 

enforcement of corporate crime in the environmental sector in order to achieve 

environmental protection and management based on environmental conservation. 
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ABSTRAK 

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindakan ekosida, menyoroti tantangan dan 

peluang dalam menegakkan hukum terhadap perusahaan yang terlibat dalam perusakan 

ekosistem, harus dimintai pertenaggungjawaban dan menekankan pentingnya penegakan 

hukum yang efektif bagi siapapun yang melakukannya termasuk korporasi sebagai langkah 

krusial dalam melindungi keberlanjutan ekosistem global dan mencegah dampak ekosida 

yang merugikan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bentuk pertanggungjawaban 

pidana korporasi yang melaksanakan delik ekosida memahami tata cara menangani delik 

korporasi yang melaksanakan delik ekosida. Jenis penelitian yang akan digunakan 

penelitian kepustakaan, pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Hasil 

peneltian ini masih punyai hambatan seperti melakukan perubahan Undang-Undang, 

perubahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum tindak 

pidana korporasi di bidang lingkungan hidup demi tercapainya perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis konservasi lingkungan hidup. 

Kata Kunci: Tindak Pidana, Ekosida, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi 

 

PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. 

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3), yaitu bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 
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Namun, dalam kenyataannya, masih banyak tindakan baik dari individu, korporasi, 

maupun organ terkait pemerintah yang masih sewenang-wenang dan merusak lingkungan. 

Kerusakan tersebut akhirnya membawa dampak yang sangat buruk bagi lingkungan. 

Karena sifat kerusakannya yang tidak terbatas pada wilayah dan negara. 

Aturan hukum merupakan pondasi utama dalam suatu masyarakat yang beradab, yang 

bertujuan untuk mengatur perilaku warganya dan menegakkan prinsip keadilan. Sebagai 

seperangkat peraturan yang ditetapkan oleh otoritas negara, aturan hukum menciptakan 

landasan yang kokoh bagi keberlangsungan tatanan sosial. Penetapan aturan hukum 

dilakukan dengan tujuan memastikan keberlangsungan ketertiban, perlindungan hak asasi, 

dan pemberian sanksi terhadap tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang 

telah ditetapkan. aturan hukum mencakup berbagai bidang, mulai dari hukum perdata, 

hukum pidana, hukum administrasi, hingga hukum internasional. Setiap bidang memiliki 

peran khususnya dalam membentuk kerangka hukum yang menyeluruh. Aturan hukum 

tidak hanya bersifat normatif, melainkan juga bersifat dinamis, terus berkembang seiring 

perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Hukum pildana suatu nelgara melngatur pelrillaku apa 

yang dilpelrbolelhkan dan pelrillaku apa yang dillarang, kapan larangan telrselbut dapat 

dilbelrlakukan, dan bagailmana hukuman diljatuhkan kelpada melrelka yang mellanggar hukum. 

Keljahatan, tanggung jawab pildana, dan hukuman adalah tilga bildang utama dil mana hukum 

pildana melngalamil kelsuliltan. Olelh karelna iltu, topilk pelrtanggungjawaban pildana melnjadil 

pusat pelrdelbatan. 

Baru-baru ini pengadilan memberikan contoh tanggung jawab yang dipraktikkan di 

Indonesia, terdapat dua puluh faktor kunci penegak hukum yang sangat pentitng untuk 

penegak hukum yang adil dan efektif. Melngilngat belsarnya bilaya yang telrkailt delngan 

delgradasil lilngkungan, jellas bahwa akuntabilliltas pelrusahaan dan ilndilvildu melmailnkan pelran 

pelntilng dalam melncelgah felnomelna ilnil. 

Kelrusakan lilngkungan yang melrugilkan manusila belrtelntangan delngan prilnsilp hak atas 

lilngkungan hildup yang bailk dan selhat, selbagailmana dilatur dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 telntang Hak Asasil Manusila dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telntang Pelrlilndungan dan Pelngellolaan 

Lilngkungan Hildup. Akuntabilliltas selbuah korporasil keltilka dilhadapkan delngan tanggung 

jawab atas tilndak pildana korporasil melnjadil pelntilng. Untuk melnjawab pelrtanyaan ilnil, 

adalah mungkiln untuk melnunjukkan bagailmana tanggung jawab pelrusahaan tellah 

belrkelmbang dil belrbagail nelgara. 
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Delgradasil dan kelhancuran lilngkungan adalah contoh bagailmana nelgara, ilndilvildu, dan 

kellompok dapat melmilcu belncana elkologils yang melluas. Tilndakan ilnil tellah mellanggar 

kelwajilban untuk melnjaga lilngkungan atau dilselbut selbagail keljahatan elkosilda. Konselkuelnsil 

atas pelrbuatan telrselbut melnyelbabkan kelrusakan selrilus telrhadap lilngkungan dan 

belrdampak buruk telrhadap kelbelrlangsungan hildup manusila dan makhluk hildup lailn dil 

selkiltar lilngkungan telrselbut.4 

Analilsils Melngelnail Dampak Lilngkungan (AMDAL) dan faktor-faktor lailn dalam 

melnjalankan suatu proyelk/korporasil dilamanatkan olelh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2009 telntang PPLH, seperti contohnya kerusakan populasi manusia dan lingkungan akibat 

pemogokan yang menggunakan zat kimia hal ini menyebabkan dampak jangka panjang 

pada pelrkelmbangan bilologils populasil. ..  Ekosida melrupakan keljahatan dil Ilndonelsila 

belrdasarkan Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Nelgara Relpublilk Ilndonelsila Tahun 1945 

yang melnyatakan bahwa seltilap orang belrhak atas lilngkungan yang selhat dan aman untuk 

diltilnggalil. Sellanjutnya, Analilsils Melngelnail Dampak Lilngkungan (AMDAL) dan faktor-

faktor lailn dalam melnjalankan suatu proyelk/korporasil dilamanatkan olelh Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2009 telntang PPLH. Alhasill pelnelliltil melngangkat selbuah pelnelliltilan 

belrjudul Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Ekosida? 

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk melmahamil belntuk pelrtanggungjawaban 

pildana korporasil yang mellaksanakan dellilk elkosilda. Untuk melmahamil tata cara melnanganil 

dellilk korporasil yang mellaksanakan dellilk elkosilda. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

acuan atau landasan dalam mengembangkan ilmu hukum baik yang lain serta menjadi 

tambahan literatur untuk kajian atau penelitian selanjutnya yang berkaitan. 

Metode yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah Normatif. Dalam 

pelnelliltilan ilnil, pelnelliltil melnggunakan pelnelliltilan kelpustakaan selbagail pelndelkatan utama 

untuk melngumpulkan sumbelr hukum, yang dillakukan untuk melmpelrolelh bahan dan 

ilnformasil selkundelr yang dilpelrlukan dan rellelvan untuk dilpellajaril, dan yang belrasal daril 

buku, jurnal, makalah, dll. Tujuan daril tilnjauan pustaka ilnil adalah untuk melngumpulkan 

bahan hukum illmilah telntang tilnjauan pustaka, pelmbahasan gagasan dan konselp pelntilng 

dalam pelnelliltilan ilnil, khususnya yang telrkailt delngan pelnyellelsailan keljahatan elkosilda. 

Adapun sumber bahan hukum penelitian ini adalah Bahan Hukum Prilmelr: 1. Undang 

Undang Dasar Relpublilk Ilndonelsila Tahun 1945. 2. Kiltab Undang-Undang Hukum Pildana. 

3. Pasal 9 ayat 3  Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 telntang Hak Asasil Manusila. 4. Pasal 

                                                           
4 Saleh, Ecocide: Melawan Pelanggaran Berat HAM Di Indonesia, p. 34. 
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5 ayat 1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 telntang Pelrlilndungan dan Pelngellolaan 

Lilngkungan Hildup. Bahan Hukum Sekunder : 1. Buku dan publilkasil yang dilkhususkan 

untuk studil hukum 2. Pelmilkilran para ahlil telntang pelntilngnya pelnelliltilan ilni.Dalam 

pelnelliltilan ilnil melnggunakan meltodel pelndelkatan pelrmasalahan yang mellilputi : 1 

Pelndelkatan Pelrundang-Undangan (Statuel Approach). 2. Pelndelkatan Konselptual 

(Concelptual Approach). 3. Pelndelkatan Kasus (Casel Approach) 

Untuk melngolah pelnulils melnggunakan kualiltatilf jelnils delskrilptilf analiltils. 

Melngumpulkan selmua bahan hukum yang rellelvan untuk pelnyellelsailan keljahatan elkosilda 

dan melndukung prosels analiltils adalah ilntil daril pelndelkatan kualiltatilf jelnils delskrilptilf 

analiltils ilnil. Seltellah melngumpulkan sumbelr-sumbelr hukum yang rellelvan, pelnelliltil akan 

melnggunakan pelnalaran ilnduktilf telrhadap bahan-bahan telrselbut untuk melnarilk kelsilmpulan 

telntang topilk-topilk hukum yang diltelliltil. 

 

PEMBAHASAN 

A. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana 

Ekosida 

Keljahatan korporasil melrupakan salah satu belntuk daril keljahatan whiltel collar.5 

Suthelrland melncoba melndilskrilpsilkan aktilfiltas crilmilnal yang dillakukan selselorang yang 

melmillilkil status sosilal yang tilnggil selrta dilhormatil.yang orang telrselbut melnggunakan 

jabatan pelkelrjaannya selbagail sarana untuk mellanggar hukum.6 Dalam upaya pelngellolaan 

lilngkungan hildup, badan hukum atau korporasil melmpunyail kelwajilban melmbuat kelbiljakan 

atau langkah-langkah yang harus dilambillnya, yailtu:7 

1. melrumuskan kelbiljakan dil bildang lilngkungan;  

2. melrumuskan rangkailan/struktur organilsasil yang layak selrta melneltapkan silapa 

yang belrtanggung jawab atas pellaksanaan kelbiljakan lilngkungan telrselbut;  

3. melrumuskan ilnstruksil/aturan-aturan ilntelrnal bagil pellaksanaan aktilfiltas- aktilfiltas 

yang melnggangu lilngkungan dilmana juga harus dilpelrhatilkan bahwa pelgawail-pelgawail 

pelrusahaan melngeltahuil dan melmahamil ilnstruksil- ilnstruksil yang dilbelrlakukan pelrusahaan 

yang belrsangkutan;  

                                                           
5 Marjono Raksodipoetra, Kejahatan Korporasi dan Pertanggungjawabannya, Universitas Gadjah Mada, 

Yogyakarta, 2014,h. 8. 
6 Selly S Simpon, Corporate Crime, Law and Social Control. Cambridge University Pers, London, 2002, h. 6 
7 Alvi Syahrin, Pertangggungjawaban pdana korporasi dalam pencemaran dan atau kerusakan lingkungan 

hidup, pidato pengukuhan jabatan guru besar, Medan: USU, 2003, h.12 
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4. pelnyeldilan sarana-sarana filnansilal atau melnganggarkan bilaya pellaksanaan 

kelbiljaksanaan pelngellolaan lilngkungan hildup. 

5. Melrujuk pada urailan telrselbut dil atas, maka selcara kontelkstual, tilndak  

Melngacu pada urailan telrselbut, pildana lilngkungan hildup adalah suatu pelrbuatan yang 

dillarang dalam undang- undang lilngkungan hildup atau pelraturan lailn yang telrkailt delngan 

iltu, Pelngamat lilngkungan daril selluruh dunila pelrcaya bahwa elkosilda melrupakan pelnyelbab 

utama atas kelrusakan dan pelncelmaran lilngkungan yang akhilr-akhilr ilnil melnjadil selmakiln 

sulilt dilkelndalilkan. Konselkuelnsil daril pelrkelmbangan zaman. Melngharuskan telrjadil 

pelrkelmbangan telknologil dan pelmbangunan. Korporasil belbas belrgelrak tanpa dilbatasil olelh 

undang-undang apapun.  

Melngelnail keldudukan selbagail pelmbuat dan silfat pelrtanggungjawaban pildana 

korporasil, telrdapat modell pelrtanggungjawaban pildana selbagail belrilkut:8 

1. Pelngurus korporasil selbagail pelmbuat dan pelnguruslah yang belrtanggungjawab;  

2. Korporasil selbagail pelmbuat dan pelngurus belrtanggungjawab;  

Dalam hal pelngurus korporasil selbagail pelmbuat dan pelngurus yang belrtanggungjawab, 

kelpada pelngurus korporasil dilbelbankan kelwajilban-kelwajilban telrtelntu. Kelwajilban yang 

dilbelbankan iltu selbelnarnya adalah kelwajilban daril korporasil. Pelngurus yang tildak 

melmelnuhil kelwajilban iltu dilancam delngan pildana. Dasar pelmilkilrannya adalah korporasil iltu 

selndilril tildak dapat dilpelrtanggung jawabkan telrhadap suatu pellanggaran, teltapil sellalu 

pelnguruslah yang mellakukan dellilk iltu, dan olelh karelnanya pelnguruslah yang dilancam 

pildana dan dilpildana. Dalam dellilk elkonomil bukan mustahill delnda yang diljatuhkan kelpada 

pelngurus dilbandilngkan delngan keluntungan yang dilpelrolelh olelh korporasil delngan 

mellakukan pelrbuatan iltu, atau kelrugilan yang diltilmbulkan dalam masyarakat, atau yang 

dildelrilta olelh sailngannya, justru lelbilh belsar daril delnda yang diljatuhkan selbagail sanksil 

pildana. Dilpildananya pelngurus tildak melmbelril jamilnan yang cukup bahwa korporasil tildak 

selkalil lagil mellakukan pelrbuatan yang dillarang olelh undang-undang.9. 

Dil Ilndonelsila telrdapat 18 Undang-Undang pildana dil luar KUHP yang melmuat dasar 

teloriltils pelnelntuan tilndak pildana korporasil atau hanya melmuat dasar teloriltils silstelm 

pelrtanggungjawaban pildana korporasil, yang salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2009 telntang pelrlilndungan dan pelngellolaan lilngkungan hildup. Dalam Pasal 116 

                                                           
8 Muladi dan Dwidja Priyanto, Pertanggungjawaban Pidan Korporasi, Prenada Media, Jakarta, 2010, h.86 
9 Ibid, h.90 
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ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telntang Pelrlilndungan dan Pelngellolaan 

lilngkungan hildup dilselbutkan:10  

“Apabilla tilndak pildana lilngkungan hildup selbagailmana dilmaksud dalam ayat (1) 

dillakukan olelh orang, yang belrdasarkan hubungan kelrja atau belrdasarkan hubungan lailn 

yang belrtilndak dalam lilngkup kelrja badan usaha, sanksil pildana diljatuhkan telrhadap 

pelmbelril pelrilntah atau pelmilmpiln dalam tilndak pildana telrselbut tanpa melmpelrhatilkan 

tilndak pildana telrselbut dillakukan selcara selndilril atau belrsama-sama.”  

Dalam teloril ildelntilfilkasil, korporasil dapat mellakukan tilndak pildana selcara langsung 

mellaluil orang yang sangat belrhubungan elrat delngan korporasil dan dilpandang selbagail 

korporasil iltu selndilril. Pelrbuatan yang dillakukan olelh anggota- anggota telrtelntu daril 

korporasil, sellama pelrbuatan iltu untuk dan/atau atas nama korporasil, dilanggap selbagail 

pelrbuatan daril korporasil iltu selndilril, selhilngga keltilka pelrbuatan telrselbut melngakilbatkan 

telrjadilnya kelrugilan, atau delngan kata lailn, jilka anggota telrselbut mellakukan tilndak pildana, 

selsungguhnya tilndak pildana iltu melrupakan tilndak pildana yang dillakukan olelh korporasil, 

selhilngga korporasil juga bilsa dilmilntail pelrtanggungjawaban atas tilndak pildana yang 

dillakukan. 

Teloril pelrtanggungjawaban pelnggantil dalam hukum pildana juga belrkelmbang delngan 

pola yang sama selpelrtil yang telrjadil dalam lapangan hukum pelrdata delngan doktriln 

relspondelat supelrilor, dilmana pada awalnya korporasil bilsa dilmilntail tanggungjawab pildana 

atas pelrbuatan orang yang belrada dil dalamnya selpanjang tilndakan iltu tildak dilanjurkan atau 

dilpelrilntahkan. Delngan delmilkilan, selmula pelrtanggungjawaban pelnggantil ilnil hanya 

diltelrapkan pada kasus-kasus dilmana selorang bawahan mellakukan suatu dellilk yang telrjadil 

dalam lilngkup pelkelrjaannya, delngan selpelngeltahuan majilkannya yang dillakukan untuk 

kelpelntilngan korporasil.11 

Pada awalnya pelrtanggungjawaban pildana korporasil belrdasarkan teloril 

pelrtanggungjawaban pelnggantil hanya akan bilsa dilmilntakan apabilla telrjadil dua hal, dan 

billa tildak satupun telrcakup dildalamnya, maka korporasil dilmaksud hanya 

belrtanggungjawab selcara pelrdata. Keldua hal telrselbut adalah:12  

1. Apabilla tilndak pildana yang dillakukan olelh selselorang iltu adalah tilndak pildana yang 

sama selpelrtil dilanjurkan olelh korporasil;   

                                                           
10 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
11 Hasbullah f. ajawie, Pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana korupsi, Jakarta: prenada 

media,2015,h.28. 
12 Ibid,h.34 
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2. Apabilla tilndak pildana yang dillakukan selselorang iltu melrupakan suatu tilndak pildana 

yang lailn daril yang dilanjurkan, akan teltapil tilndak pildana yang telrjadil iltu melrupakan 

konselkwelnsil logils daril pelrbuatan yang dilmilntakan dillakukannya.  

Dalam tilndak pildana elkosilda atau lilngkungan hildup yang dillakukan olelh korporasil 

melnyelbabkan kelharusan bagil korporasil untuk dilmilntail pelrtanggungjawaban atas tilndak 

pildana lilngkungan hildup yang dillakukannya. Hal-hal yang dapat dilpakail selbagail dasar 

pelmbelnar atau alasan-alasan bahwa korporasil selbagail pelmbuat dan selkalilgus yang 

belrtanggungjawab adalah selbagail belrilkut:  

a. Karelna dalam belrbagail tilndak pildana elkonomil atau filscal, keluntungan yang dilpelrolelh 

korporasil atau kelrugilhan yang dildelrilta masyarakatseldelmilkilan belsarnya selhilngga tildak 

mungkiln selilmbang billamana pildana hanya melmildana pelngurus saja; 

b. Delngan hanya melmildana pelngurus saja, tildak atau bellum ada jamilnan bahwa 

korporasil tildak akan melngulangil tilndak pildana lagil. Selhilngga jilka melmildana 

korporasil delngan jelnils dan belratnya selsuail delngan silfat korporasil, maka dilharapkan 

korporasil dapat melntaatil pelraturan yang belrsangkutan.  

Pelmbelnaran korporasil dapat dilpelrtanggungjawabkan melnurut Muladil dildasarkan 

kelpada hal-hal selbagail belrilkut:  

1. Atas dasar falsafah ilntelgralilstilk, yaknil selgala selsuatu helndaknya dilukur atas dasar 

kelselilmbangan;  

2. Atas dasar kelkelluargaan;  

3. Untuk melmbelrantas anomilel of succelss (suksels tanpa aturan);  

4. Untuk pelrlilndungan konsumeln; dan  

5. Untuk kelmajuan telknologil.  

Melmilnta pelrtanggungjawaban korporasil atas elkosilda dilmuka pelngadillan bukanlah 

pelrkara mudah. Hal ilnil dilkarelnakan Ilndonelsila bellum melmillilkil pelraturan khusus yang 

melngatur pelrilhal elkosilda. Keljahatan telrhadap lilngkungan hildup, hanya dilatur dalam 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telntang Pelrlilndungan dan Pelngellolaan 

Lilngkungan Hildup. Telrdapat belbelrapa unsur-unsur yang harus dilpelnuhil dan dilpelrhatilkan 

untuk melngkatelgorilkan apakah sebuah keljahatan lilngkungan dapat dilkatelgorilkan selbagail 

elkosilda. Daril belbelrapa nelgara yang tellah selpakat melngatur elkosilda dalam hukum nasilonal 
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melrelka, maka dilpelrolelh unsur-unsur yang dapat dilkatelgorilkannya suatu keljahatan 

lilngkungan telrmasuk dalam elkosilda, yailtu:13 

1. Dilrusaknya atau dilhancurkannya bailk flora maupun fauna selcara masilf; 

2. Melracunil tanah, ailr, dan udara dil lilngkungan; atau  

3. Tilndakan lailn yang belrakilbat belncana bagil elkologi 

Untuk melngeltaahuil selbelrapa jauh dampak daril keljahatan elkosilda. Maka, pelnulils 

melngambill belbelrapa contoh yang bilas dilkatelgorilkan elkosilda bailk dil Ilndonelsila maupun 

luar nelgelril : 

1. Pelrilstilwa Tambang Milnyak Pasilr dil Albelrta Kanada 

2. Melnghillangnya Selbagilan Laut Aral (Uzbelkilstan dan Kazakstan)  

3. Tumpahan Milnyak dil Laut Tilmor Ilndonelsila 

4. Kasus Lumpur Lapilndo Ilndonelsila  

5. Pelrilstilwa Kelbakaran Hutan dan Lahan 

Daril belbelrapa contoh kasus dilatas, dampak keljahatan korporasil dil bildang 

lilngkungan hildup selcara umum tildak hanya melnguras sumbelr daya alam, teltapil juga modal 

manusila, modal sosilal, bahkan modal kellelmbagaan yang belrkellanjutan.  

B. Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi Yang Melakukan Tindak 

Pidana Ekosida 

Elkosilda tildak hanya dilbatasil pada aksil suatu nelgara, teltapil kelrja sama antar nelgara 

yang melnyelbabkan kelrusakan lilngkungan. Hal ilnil telrjadil karelna telrdapat pelraturan telntang 

pelmbelrilan ilziln pelngopelrasilan bilsnils selcara ilntelrnasilonal dalam melrusak planelt14. Barda 

Nawawil Arilelf melnelgaskan bahwa untuk melneltapkan pelrtanggungjawaban pildana, pelrlu 

dilteltapkan silapa yang belrtanggung jawab telrlelbilh dahulu. Ilnil melnunjukkan bahwa 

ildelntiltas pellaku tilndak pildana harus telrlelbilh dahulu dilteltapkan. Pokok pelrkara tilndak 

pildana, bilasanya dilrumuskan olelh pelmbuat undangundang untuk pellaku yang 

belrsangkutan. Seltellah pellakunya dilildelntilfilkasil, bagailmana delngan tanggung jawab 

pildananya.15 

                                                           
13 Jumhari Mohammad dan Tolib Effendi. "Arti Penting Pengaturan Kejahatan Ekosida Sebagai Tindak 

Pidana di Indonesia." Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo, Volume 15, Nomor 1, 2022. h. 

37-52. 
14 Adeola,F.O, “Cross-National Enviromental Injustice and Human Rights Issue: A Review of Evidence in 

the Developing World”, sage Jurnal 43, Issue 4. 2000. 
15 Nuzul Q.M. ”Pengaturan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup/The 

Regulation Of Corporate Liability In Environmental Criminal Act”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume7, 

Nomor 3, 2018, h. 483-502. 
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Walaupun elkosilda bellum dilselbutkan selcara telgas dalam hukum posiltilf Ilndonelsila, 

akan teltapil dalam melmilnta pelrtanggungjawaban korporasil atas elkosilda dilmuka pelngadillan 

melrupakan hal yang melmungkilnkan untuk dillakukan. Hal ilnil dilkarelnakan Ilndonelsila 

melmillilkil pelraturan melngelnail keljahatan telrhadap lilngkungan hildup, yang dilatur dalam 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telntang Pelrlilndungan dan Pelngellolaan 

Lilngkungan Hildup. Hanya saja, ilstillah elkosilda melrupakan ilstillah baru yang 

melmungkilnkan adanya keltildaktahuan pelnelgak hukum melngelnail keljahatan elkosilda. 

Telrkailt pelnelgakan hukum telrhadap korporasil yang mellakukan keljahatan dilbildang 

lilngkungan hildup dan sumbelr daya alam melmang tildak mudah karelna melrupakan 

keljahatan sangat telrorganilsilr, selhilngga belgiltu sulilt untuk dilungkap. UUPPLH 

melnyelbutkan larangan- larangan yang tildak bolelh dillanggar olelh orang pelrorangan, 

maupun korporasil selbagail subjelk hukum lilngkungan. Dalam Pasal 69 UUPPLH yang 

melnyatakan16:  

1. Mellakukan pelrbuatan yang melngakilbatkan pelncelmaran dan/ atau pelrusakan 

lilngkungan hildup;  

2. Melmasukkan B3 yang dillarang melnurut pelraturan pelrundang-undangan kel dalam 

willayah Nelgara Kelsatuan Relpublilk Ilndonelsila;  

3. Melmasukkan lilmbah yang belrasal daril luar willayah Nelgara Kelsatuan Relpublilk 

Ilndonelsila kel meldila lilngkungan hildup Nelgara Kelsatuan Relpublilk Ilndonelsila;  

4. Melmasukkan lilmbah B3 kel dalam willayah Nelgara Kelsatuan Relpublilk Ilndonelsila;  

5. Melmbuang lilmbah kel meldila lilngkungan hildup;  

6. Melmbuang B3 dan lilmbah B3 kel meldila lilngkungan hildup;  

7. Mellelpaskan produk relkayasa gelneltilk kel meldila lilngkungan hildup yang belrtelntangan 

delngan pelraturan pelrundang-undangan atau ilziln lilngkungan;  

8. Mellakukan pelmbukaan lahan delngan cara melmbakar;  

9. Melnyusun amdal tanpa melmillilkil selrtilfilkat kompeltelnsil pelnyususn amdal; dan/atau 

Melmbelrilkan ilnformasil palsu, melnyelsatkan, melnghillangkan ilnformasil, melrusak 

ilnformasil, atau melmbelrilkan keltelrangan yang tildak belnar.  

Tantangan bagil Ilndonelsila dalam melnghadapil keljahatan elkosilda yailtu pelngumpulan 

data karelna kelsuliltan aksels melncapail lokasil dana sarana prasarana yang tildak melmadail. 

Willayah kelrilng dan jauh daril aksels transportasil. Untuk belbelrapa lokasil, jaraknya bilsa 

melncapail 8-10 jam jalan darat atau melnyelbelrang delngan pelrahu. Sellailn iltu, sulilt 

                                                           
16 Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup 
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melndapat buktil telrkailt tilndakan yang dillakukan pelmillilk pelrusahaan untuk melndapatkan 

buktil apakah keljahatan ilnil dilselngaja atau tildak. Belbelrapa langkah yang dapat dilambill olelh 

Ilndonelsila antara lailn:  

1. Melmbuat draft hukum telrkailt konselp elkosilda dan melmasukkannya kel dalam Program 

Lelgilslasil Nasilonal Delwan Pelrwakillan Rakyat (DPR) dan Pelmelrilntah selbagail belntelng 

dan tamelng HAM harus selrilus melnanggapil pelrsoalan ilnil;  

2. Melnggunakan meltodel Omnilbus Law untuk melnghilmpun selmua PPU telrkailt melnjadil 

selbuah RUU tunggal belrnama RUU Elkosilda. Hal ilnil selbagail dalilh tandilngan telrhadap 

argumelntasil pelmelrilntah yang melngatakan melnggunakan meltodel omnilbus agar 

telrcilptanya elfilsilelnsil dan harmonilsasil dalam PPU delmil melncilptakan ilklilm yang bailk 

bagil ilnvelstasil;  

3. Mellakukan amelndelmeln konstiltusil delngan melmasukkan ilstillah elkosilda dildalamnya. 

Hal ilnil akan melnjadilkan Ilndonelsila contoh bagil nelgara-nelgara lailn telrkailt komiltmeln 

dalam mellakukan pelrlilndungan lilngkungan hildup. Jilka elkosilda tellah telrcantum selcara 

elksplilsilt dil dalam konstiltusil, dapat melnjadil ilndilkasil pelnelgakan hukum yang lelbilh 

selrilus.  

4. Melmbelntuk pelradillan ad-hoc telrkailt elkosilda yang dasar hukumnya telrmaktub dalam 

RUU Elkosilda.  

Pelrtanggungjawaban pildana yang dilbelbankan pada korporasil atas tilndak pildana 

lilngkungan hildup yang dil lakukannya selhilngga korporasil telrselbut diljatuhil pildana atas 

pelrbuatannya telrselbut. Telrkailt hal ilnil, tujuan pelmildanaan korporasil melnyangkut tujuan 

yang belrsilfat ilntelgratilf yang melncakup17: 

1. Tujuan pelmildanaan adalah pelncelgahan (umum dan khusus). Tujuan pelncelgahan 

khusus adalah untuk melndildilk dan melmpelrbailkil pelnjahatnya; seldangkan tujuan 

pelncelgahan umum adalah agar orang lailn tildak mellakukan keljahatan telrselbut.Jadil jilka 

dilhubungkan delngan korporasil, maka tujuan dilpildananya korporasil agar korporasil iltu 

tildak mellakukan pildana lagil, dan agar korporasil-korporasil yang lailn telrcelgah untuk 

mellakukan tilndak pildana, delngan tujuan delmil pelngayoman masyarakat.  

2. Tujuan pelmildanaan adalah pelrlilndungan masyarakat. Pelrlilndungan masyarakat 

selbagail tujuan pelmildanaan melmpunyail dilmelnsil yang sangat luas, karelna selcara 

fundamelntal ila melrupakan tujuan selmua pelmildanaan. Selcara selmpilt hal ilnil 

                                                           
17 H.Setiyono, Kejahatan Korporasi analisis viktimologi dan pertanggungjawaban korporasi dalam hukum 

pidana, edisi kedua, cetakan pertama,malang bayumedia publishing, 2003, h.121-123 
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dilgambarkan selbagail bahan kelbiljaksanaan pelngadillan untuk melncaril jalan mellaluil 

tilndak pildana. Pelrlilndungan masyarakat selrilng dilkatakan belrada dil selbelrang 

pelncelgahan dan melncakup apa yang dilnamakan tildak mampu . Billa dilkailtkan delngan 

korporasil, selhilngga korporasil tildak mampu lagil mellakukan suatu tilndak pildana.  

3. Tujuan pelmildanaan adalah melmellilhara solildariltas masyarakat. Pelmellilharaan 

solildariltas masyarakat dalam kailtannya delngan tujuan pelmildanaan adalah untuk 

pelnelgakan adat ilstiladat masyarakat, dan untuk melncelgah balas delndam pelrselorangan, 

atau balas delndam yang tildak relsmil. Pelngelrtilan solildariltas ilnil juga selrilng 

dilhubungkan delngan masalah kompelnsasil telrhadap korban keljahatan yang dillakukan 

olelh nelgara. Kalau dilhubungkan delngan pelmildanaan korporasil kompelnsasil telrhadap 

korban dillakukan olelh korporasil iltu selndilril yang dilambill daril kelkayaan korporasil, 

selhilngga solildariltas sosilal dapat dilpellilhara.  

4. Tujuan pelmildanaan adalah pelngilmbalan atau kelselilmbangan yailtu adanya keladillan 

antara pildana delngan peltanggungawaban ilndilvildual daril pellaku tilndak pildana. 

Pelndelriltaan yang dilkailtkan olelh pildana harus melnyumbang pada prosels pelnyelsuailan 

kelmbalil telrpildana pada kelhildupan masyarakat selharil-haril dan dil sampilng iltu belratnya 

pildana tildak bolelh mellelbilhil kelsalahan telrdakwa bahkan tildak delngan alasan-alasan 

prelvelnsil gelnelral apapun. 

Pildana yang dilkelnakan pada korporasil belrdasarkan UU PPLH adalah pildana delnda, 

tambahan maupun tilndakan tata telrtilb yang belrupa pelrampasan keluntungan yang dil 

pelrolelh daril tilndak pildana, pelnutupan selluruh ataupun Selbagilan telmpat usaha dan/atau 

kelgilatan pelrbailkan akilbat tilndak pildana, pelwajilban melngelrjakan apa yang dillalailkan tanpa 

hak, dan/atau pelnelmpatan pelrusahaan dil bawah pelngampuan palilng lama 3 (tilga) tahun. 

Namun pada pelrkelmbangannya, pildana telrselbut dilrasa bellum melnilngkatkan elfelktilviltas 

pelnelgakan hukum tilndak pildana korporasil dil bildang lilngkungan hildup. 

Belntuk/jelnils sanksil bagil korporasil pellaku tilndak pildana lilngkungan hildup 

selbagailmana tellah dilselbutkan dil atas adalah pildana delnda delngan keltelntuan ancaman 

pildana delnda yang dilkelnakan kelpada pelmbelril pelrilntah atau pelmilmpiln tilndak pildana 

telrselbut dilpelrbelrat selpelrtilga, dan pildana tambahan atau tilndakan tata telrtilb. Telrkailt hal ilnil, 

ilnelffelctilvelnelss pelnelgakan tilndak pildana korporasil dil bildang lilngkungan hildup yang telrlilhat 

daril fakta masilh banyaknya kasus pelncelmaran lilngkungan hildup yang dillakukan olelh 

korporasil melmunculkan belbelrapa gagasan telrkailt pola pelmildanaan yang telpat untuk 

diltelrapkan dalam pelnelgakan hukum tilndak pildana korporasil dil bildang lilngkungan hildup. 
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1. Pelmbelratan Pildana Delnda  

2. Pelngaturan Pellaksanaan Pildana Delnda 

3. Sanksil Tilndakan Pelrbailkan Akilbat Tilndak Pildana Hanya Belrsilfat Ilmelpratilf 

Dilmasukannya elkosilda dalam hukum posiltilf Ilndonelsila khususnya ranah hukum 

pildana, akan melmbelrilkan belrupa tanggung jawab kelpada pelmelrilntah supaya elkosilda tildak 

telrjadil dan pellaku elkosilda bilsa dil milntail pelrtanggungjawaban. Pelrusahaan akan telrus 

melnilkmatil ilmuniltas selbagail tokoh yang kelrap melnilmbulkan rusaknya lilngkungan dan rasa 

tildak adill telrhadap makhluk hildup yang telrkelna akilbatnya sellama konselp elkosilda tildak 

melndapat atelnsil khusus dil Ilndonelsila. Artilnya, upaya pelnelgakan hukum telrkailt kelrusakan 

lilngkungan yang selrilus akan sellalu telrhambat. Hal yang harus dilwapadail adalah kelrusakan 

dan kelrugilan lilngkungan tildak hanya nyata teltapil juga juga potelnsil lilngkungan yang sudah 

telrancam dan kualiltas kelselhatan masyarakat keltilka melndelfilnilsilkan elkosilda selbagail 

tilndakan krilmilnal dalam Pelraturan pelrundang-undangan Ilndonelsila. 

KESIMPULAN  

1. Pelrtanggungjawaban pildana telrhadap korporasil selbagail pellaku tilndak pildana elkosilda 

adalah karelna tilndak pildana elkosilda yang dillakukan olelh korporasil melmillilkil dapak 

nelgatilvel yang melluas dan komplelks, selhilngga tildak hanya melnilmbulkan kelrugilan 

langsung pada masyarakat dan lilngkungan namun juga melnganggu stabilliltas dan 

keluangan nelgara, tilndak pildana lilngkungan hildup atau elkosilda telrselbut dillakukan 

belrmotilf elkonomil. Namun dampak yang di dapat terhadap masyarakat, lingkungan 

maupun Negara sangat beerbeda, seperti contohnya dampak terhadap masyarakat 

meliputi yailtu rusaknya kelpelrcayaan masyarakat telrhadap pelrillaku bilsnils, dampak 

terhadap lingkungan kerusakan yang bersifat sementara maupun permanen sehingga 

tindak pidana tidak perlu ditegakkann secara represif tapi juga harus preventif, jika 

dmpak terhadap negara telrkailt delngan fakta bahwa tilndak pildana lilngkungan hildup 

akilbat aktilfiltas ilndustril melmillilkil angka kelrugilan filnansilal yang belsar selhilngga 

melngganggu stabilliltas elkonomil nelgara melngilngat telrjadil pelnurunan pelndapatan 

nelgara karelna adanya bilaya pelmulilhan pelncelmaran/ kelrusakan lilngkungan yang 

dilkelluarkan pada korporasi yang melakukan tindak pidana ekosida tersebut. 

2. Tata cara pelmildanaan telrhadapa korporasil yang mellakukan tilndak pildana lilngkungan 

hildup telrcantum dalam UU PPLH yang saat ilnil masilh melmillilkil kellelmahan selhilngga 

melnjadi cellah bagil pelnelgakan hukum dil bildang tilndak pildana elkosilda tildak elfelktilf. 
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Hal ilnil telrlilhat daril masilh banyaknya korporasil yang mellakukan tilndak pildana 

elkosilda. Daril fakta telrselbut melmunculkan gagasan telrkailt pola pelmildanaan yang telpat 

untuk diltelrapkan dalam pelnelgakan hukum tilndak pildana korporasil dil bildang 

lilngkungan hildup, yailtu pelngaturan keltelntuan telrkailt pola pelmildanaan yang belrdasar 

pada konselrvasil lilngkungan hildup yang mellilputil pelmbelratan pildana delnda, 

pelngaturan pellaksanaan pildana delnda, dan sanksil tilndakan pelrbailkan akilbat tilndak 

pildana. Pelmbelratan pildana yang selharusnya dilgunakan adalah delngan silstelm kalillilpat 

delngan tildak melrumuskan jumlah nomilnal delnda dalam rumusan tilap-tilap pasal yang 

ada pelmbelratan ancaman pildana. Pildana delnda yang dilatur dalam UU PPLH 

melmbutuhkan suatu aturan pellaksana selcara khusus agar tildak belrlaku aturan umum 

dalam KUHP yang pildananya telrlalu relndah delmil telrcapailnya pelrlilndungan dan 

pelngellolaan lilngkungan hildup yang belrdasar konselrvasil lilngkungan hildup. Sanksil 

tilndakan yang dilatur dalam UU PPLH selharusnya tildak dilatur selbagail pildana 

tambahan, teltapil belrdilril selndilril selbagail sanksil tilndakan selhilngga pelnelrelpannya tildak 

harus kumulatilf delngan pildana pokok. 
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